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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya, modul Komunikasi dan Advokasi Kebijakan ini dapat disusun 

dan diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun sebagai bahan ajar yang 

bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran 

komunikasi dalam advokasi kebijakan, serta strategi yang efektif dalam 

mempengaruhi proses kebijakan publik. 

Modul ini dirancang secara sistematis agar dapat digunakan oleh 

mahasiswa, akademisi, praktisi kebijakan, serta pihak lain yang berkepentingan 

dalam bidang komunikasi dan advokasi. Dengan adanya modul ini, diharapkan 

pembaca dapat memahami bagaimana komunikasi yang efektif dapat 

memperkuat advokasi dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih baik dan 

berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

Kami menyadari bahwa modul ini masih memiliki keterbatasan dan ruang 

untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran 

dari berbagai pihak guna menyempurnakan isi modul ini di masa yang akan 

datang. Semoga modul ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat 

dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi serta praktik 

advokasi kebijakan di Indonesia. 

Penulis 
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MODUL 

1 
PRINSIP, BENTUK ADVOKASI, DAN MEMILIH 

ISU ADVOKASI 

PRINSIP, BENTUK ADVOKASI, DAN MEMILIH ISU ADVOKASI 

 Advokasi merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai tindakan 

politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisasi untuk 

mentransformasikan hubungan- hubungan kekuasaan. Advokasi kebijakan juga 

dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan 

publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan 

terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Advokasi adalah usaha sengaja 

(action with purposes), ada niat dan kehendak di situ. Sebagai upaya sengaja, 

maka kejelasan tentang strategi dan target advokasi menjadi penting. Disinilah 

perbedaan advokasi dengan penyampaian aspirasi atau sekadar penyebaran 

informasi atau kampanye untuk perubahan sosial yang biasanya lebih bersifat 

insidentil. Advokasi meminta adanya langkah- langkah dan indikator pencapaian 

yang jelas, terencana dan terukur. Selain itu, kata kunci dalam advokasi adalah 

perubahan/penguatan kebijakan. 

Advokasi berusaha mengubah kebijakan.  Advokasi bukan sekadar untuk 

merubah perilaku atau keadaan, tetapi terutama untuk merubah kebijakan. 

Diharapkan dengan perubahan kebijakan, maka perilaku dan keadaan akan 

berubah. Tentu saja fokus pada kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa 

kebijakan negara (baik di tingkat pusat, maupun daerah) berpengaruh kuat 

terhadap kondisi kehidupan dan bahwa banyak persoalan tidak bisa dilepaskan 

dari adanya kebijakan yang bermasalah, kurang tepat, atau kurang sempurna. 

Advokasi juga bisa dimaknai sebagai “to represent, promote, or defend 

some person (s), interest, or opinion”. Selanjutnya Quin and Young (2012) 

menyebutkan 5 karakteristik Advokasi kebijakan yang meliputi: 
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1. A strategy to affect policy change or action (sebuah strategi untuk 

mempengaruhi perubahan kebijakan atau tindakan) 

2. A primary audience of decision makers (sasaran utama adalah pembuat 

kebijakan) 

3. A deliberate process of persuasive communication (proses komunikasi 

persuasif yang sengaja dilakukan) 

4. A process that normally requires the building of momentum a support behind 

the proposed policy idea or recommendation (sebuah proses yang 

membutuhkan pembangunan momentum dan dukungan atas ide dan 

rekomendasi kebijakan yang diusulkan) 

5. Conducted by groups of organizedcitizen (dilakukan oleh kelompok 

masyarakat secara terorganisir) 

 Advokasi dalam kaitannya dengan proses kebijakan publik dilakukan 

untuk mendorong diimplementasikannya kebijakan baru merevisi kebijakan yang 

ada maupunmengimplementasikan kebijakan. Advokasi juga dapat dilakukan 

untuk mendorong dilakukan evaluasi kebijakan, atau memanfaatkan hasil 

evaluasi kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan. 

Dalam proses kebijakan publik posisi advokasi bisa berada dalam setiap 

tahapan proses kebijakan. Pertama, pada tahap agenda setting advokasi 

berfokus pada memastikan isu masuk dalam agenda/program regulasi. Kedua, 

pada tahap formulasi kebijakan advokasi berfokus pada adu gagasan sebagai 

bagian dari policy proposal, misalnya terkait dampak kebijakan. Ketiga, pada 

tahap adopsi kebijakan advokasi berfokus pada membangun dukungan untuk 

penetapan policy proposal. Keempat, pada tahap implementasi kebijakan 

advokasi berfokus pada penyiapan kebijakan turunan untuk melaksanakan 

kebijakan dan/atau mengelola resistensi. Kelima, Advokasi berfokus pada 
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mengelola perhatian dan dukungan publik atas kebijakan. Skema posisi advokasi 

dalam proses kebijakan publik dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 1. 1 Posisi Advokasi Kebijakan dalam Proses Kebijakan Publik 
Sumber : Rahadian, Ramaditya, 2020:24 

 
 

A. Prinsip- Prinsip Advokasi 

Tujuan advokasi yaitu menciptakan perubahan di dalam masyarakat. 

Seseorang harus siap menghadapi hambatan, penentangan, dan perten- tangan 

dalam rangka mencapai tujuan advokasi. Tidak ada satu formula pasti yang 

menjamin sukses dalam advokasi.  Suharto (2006: 5) menunjuk- kan prinsip-

prinsip berikut yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun strategi advokasi 

yang efektif. 

1. Dalam menjalankan advokasi, penting untuk memiliki pendekatan yang 

realistis. Keberhasilan advokasi terletak pada pemilihan isu dan agenda yang 

spesifik, jelas, dan bisa diukur. Seseorang harus memilih dan menetapkan 

prioritas, karena tidak mungkin menangani semua hal sekaligus. Fokus pada 
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isu dan agenda yang bisa dicapai dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

sehingga tidak menghabiskan energi dan waktu sia-sia. 

2. Advokasi harus dilakukan secara sistematis. Meskipun advokasi bisa 

dianggap sebagai sebuah seni, bukan berarti boleh tanpa arah dan stra- tegi. 

Presentasikan informasi dengan cara yang menarik dan libatkan media 

dengan cara yang efisien. Proses advokasi melibatkan pemilihan isu yang 

strategis, pembentukan opini yang didukung data, pemahaman terhadap 

kebijakan publik, pembentukan koalisi, penetapan sasaran dan taktik, 

pengaruh terhadap pembuat kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi 

terhadap inisiatif yang sedang berjalan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Proses Advokasi 

3. Secara taktis, advokasi memerlukan kerja sama. Pekerja sosial harus 

menciptakan kemitraan, membentuk aliansi, atau menemukan sekutu 

bersama pihak lain. Kemitraan tersebut didasarkan pada kesamaan tujuan 

dan kepercayaan. Ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu dekat dan sekutu jauh. 

Sekutu dekat sering disebut sebagai lingkaran inti; terdiri dari individu atau 

organisasi yang menjadi inisiator, perintis, pendo- rong, dan pengontrol 

utama aktivitas advokasi.  
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Adapun sekutu jauh adalah mereka yang mendukung upaya, tetapi tidak aktif 

terlibat secara langsung dalam kampanye advokasi. Lingkaran inti biasanya 

terbentuk berdasarkan kesamaan visi dan ideologi. Organisasi dalam lingkaran 

inti biasanya memiliki tiga peran utama berikut. 

a. Divisi kerja garis depan yang bertugas sebagai juru bicara, negos- iator, 

pelobi, berpartisipasi dalam proses legislatif, dan menggan- deng sekutu. 

b. Divisi kerja pendukung yang bertanggung jawab menyediakan dana, logistik, 

informasi, data, dan akses. 

c. Divisi kerja basis yang menjadi pusat dari gerakan advokasi, bertanggung 

jawab dalam pembentukan basis massa, edukasi politik bagi anggotanya, 

dan mobilisasi aksi. 

Gambar 1. 3 Lingkaran Inti Advokasi 

4. Secara strategis, advokasi berkaitan dengan penerapan kekuasaan. Sangat 

penting untuk memahami jenis kekuasaan yang dimiliki oleh individu, 

organisasi, dan anggotanya. Esensi dari kekuasaan terletak pada 

kemampuan untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain 

sesuai dengan harapan. Meskipun seseorang mungkin tidak memiliki seluruh 

kekuasaan yang diinginkan, sudah seharusnya untuk tidak meremehkan 

kekuasaan yang dimiliki. 

5. Secara strategis, advokasi berkaitan dengan penerapan kekuasaan. Sangat 

penting untuk memahami jenis kekuasaan yang dimiliki oleh individu, 
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organisasi, dan anggotanya. Esensi dari kekuasaan terletak pada 

kemampuan untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku orang lain 

sesuai dengan harapan. Meskipun seseorang mungkin tidak memiliki seluruh 

kekuasaan yang diinginkan, sudah seharusnya untuk tidak meremehkan 

kekuasaan yang dimiliki. 

Harus disadari bahwa melalui advokasi akan membuat seseorang dapat 

melakukan perubahan yang signifikan dalam hukum, kebi- jakan, dan program 

yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mengubah hal-hal bisa 

menjadi tantangan, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diwujudkan. Kuncinya 

adalah mampu memahami dan mengevaluasi kekuatan yang dimiliki serta 

kekuatan dari pihak lawan atau oposisi. 

Melakukan pemetaan pihak-pihak yang berkepentingan (stake- holders) 

sangat penting. Terutama untuk mengenal karakteristik, jenis, dan level 

kekuasaan mereka; serta posisi mereka (apakah mendukung atau tidak). Setelah 

itu, sajikan informasi dengan cara yang menarik. 

e 

Gambar 1. 4 Pemetaan Stkeholders 
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Advokasi berupaya mewujudkan perubahan sosial secara perla- han dan 

berani. Tidak perlu terburu- buru dan tidak ada alasan untuk mengintimidasi 

pihak oposisi, tetapi juga tidak boleh pengecut.  

B. Bentuk - Bentuk Advokasi 

 Advokasi kebijakan adalah usaha sistematis yang dilakukan untuk 

mempengaruhi proses pembuatan keputusan dalam kebijakan publik dengan 

tujuan untuk mencapai perubahan yang lebih baik atau lebih adil. Bentuk- bentuk 

advokasi kebijakan bisa bervariasi tergantung pada tujuan, konteks, dan audiens 

yang ingin dijangkau. Berikut adalah beberapa bentuk utama advokasi kebijakan 

yang sering digunakan: 

1) Lobbying (Lobi) 

Lobbying adalah bentuk advokasi yang paling langsung dan melibatkan 

pertemuan tatap muka antara kelompok advokasi atau individu dengan 

pembuat kebijakan. Dalam lobbying, pihak yang melobi berusaha untuk 

mempengaruhi kebijakan atau keputusan legislatif dengan memberikan 

informasi, argumentasi, atau rekomendasi. Taktik ini biasanya dilakukan oleh 

kelompok kepentingan yang terorganisir seperti perusahaan, asosiasi, atau 

kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepentingan langsung terhadap 

suatu kebijakan. 

Pendekatan ini cenderung bersifat formal dan bertujuan untuk 

meyakinkan pembuat kebijakan tentang pentingnya kebijakan yang 

diusulkan. Misalnya, sebuah organisasi yang peduli terhadap lingkungan 

mungkin akan melobi anggota legislatif untuk mendukung pengurangan emisi 

karbon. 
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2) Advokasi Publik (Public Advocacy) 

Advokasi publik berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

membangun dukungan luas untuk mempengaruhi kebijakan tertentu. Hal ini 

sering kali melibatkan kampanye media, petisi, demonstrasi, atau kegiatan 

lain yang bertujuan menggalang dukungan dari masyarakat. Pendekatan ini 

sering digunakan ketika isu kebijakan yang dibahas memiliki dampak luas 

bagi masyarakat. Dengan cara ini, kelompok advokasi berusaha menciptakan 

tekanan sosial terhadap pembuat kebijakan agar mengambil keputusan yang 

sesuai dengan aspirasi masyarakat 

Misalnya, gerakan untuk hak-hak perempuan atau perubahan iklim sering 

menggunakan advokasi publik melalui media sosial untuk memobilisasi 

masyarakat luas agar mendukung kebijakan yang lebih progresif. 

3) Advokasi Berbasis Bukti (Evidence-based Advocacy) 

Advokasi berbasis bukti memanfaatkan data, penelitian, dan analisis 

ilmiah untuk mendukung argumen kebijakan. Pendekatan ini sering 

digunakan dalam kebijakan yang bersifat teknis atau kompleks, seperti 

kebijakan kesehatan, pendidikan, atau lingkungan. Dalam bentuk ini, 

kelompok advokasi mengumpulkan bukti yang kuat untuk menunjukkan 

dampak dari kebijakan yang ada atau kebijakan yang diusulkan. Mereka 

sering bekerja sama dengan ahli atau lembaga penelitian untuk 

menghasilkan laporan yang dapat meyakinkan pembuat kebijakan tentang 

urgensi dan relevansi suatu isu. Misalnya, sebuah organisasi yang berfokus 

pada kesehatan mental dapat menggunakan data statistik untuk 

menunjukkan kebutuhan akan lebih banyak pendanaan untuk layanan 

kesehatan mental di komunitas tertentu. 
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4) Kampanye Media (Media Campaigns) 

Kampanye media bertujuan untuk memengaruhi opini publik melalui 

berbagai saluran media, baik itu media tradisional (televisi, radio, surat kabar) 

maupun media digital (media sosial, blog, dan podcast). Dalam kampanye 

media, pesan yang kuat disampaikan untuk membangun narasi yang 

mendukung perubahan kebijakan atau mengkritik kebijakan yang ada. 

Kampanye ini sering kali digunakan untuk menarik perhatian masyarakat 

luas terhadap isu tertentu dan menciptakan tekanan sosial yang kemudian 

dapat mempengaruhi kebijakan. Penggunaan media sosial, khususnya, 

memungkinkan kampanye ini menjangkau audiens yang lebih luas dan sering 

kali digunakan dalam gerakan-gerakan sosial yang bersifat global. Sebagai 

contoh, kampanye #MeToo menggunakan media sosial untuk mempengaruhi 

perubahan dalam kebijakan terkait pelecehan seksual. 

5) Petisi dan Surat kepada Pembuat Kebijakan 

Petisi adalah alat sederhana namun efektif untuk mengumpulkan 

dukungan publik terhadap suatu kebijakan atau isu tertentu. Dengan 

mengumpulkan tanda tangan dari masyarakat yang mendukung perubahan 

kebijakan, petisi dapat menjadi alat yang kuat untuk menunjukkan kepada 

pembuat kebijakan bahwa ada banyak orang yang peduli dengan masalah 

tersebut. Selain itu, surat yang dikirimkan langsung kepada pembuat 

kebijakan adalah cara formal untuk menyampaikan pendapat atau 

permintaan mengenai suatu isu. Petisi atau surat ini sering digunakan untuk 

menunjukkan skala dukungan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan yang 

ada. Misalnya, petisi untuk menentang kebijakan tertentu atau mengusulkan 

perubahan undang-undang sering kali dikirimkan kepada lembaga 

pemerintah atau anggota legislatif. 
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6) Penyusunan Kebijakan Alternatif (Policy Alternatives)  

Dalam banyak kasus, advokasi kebijakan tidak hanya berfokus pada 

menentang kebijakan yang ada, tetapi juga mengusulkan kebijakan alternatif 

yang lebih baik. Penyusunan kebijakan alternatif melibatkan proses penelitian 

dan perumusan solusi kebijakan yang lebih efektif atau lebih sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Organisasi atau kelompok advokasi yang terlibat 

dalam penyusunan kebijakan alternatif akan bekerja untuk menawarkan 

solusi yang lebih baik, dengan memberikan argumen kuat dan bukti bahwa 

kebijakan yang diusulkan akan memberikan hasil yang lebih positif. 

Penyusunan kebijakan alternatif ini dapat mencakup usulan perubahan 

undang-undang atau rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat, seperti kebijakan pengurangan kemiskinan atau 

peningkatan layanan kesehatan. 

7) Dialog dan Negosiasi (Dialogue and Negotiation)  

Advokasi melalui dialogdan negosiasi adalah pendekatan yang lebih 

kolaboratif, di mana berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, 

masyarakat sipil, sector swasta,danlainnya) berkolaborasi untuk mencari 

solusi bersama terhadap masalah kebijakan. Proses ini melibatkan diskusi 

terbuka untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang 

ada dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Negosiasi 

biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang 

menguntungkan banyak pihak, dan dapat mencakup kesepakatan mengenai 

undang- undang baru atau kebijakan yang lebih adil. Misalnya, dalam 

negosiasi terkait upah minimum, serikat pekerja dan pengusaha dapat duduk 

bersama dengan pemerintah untuk menemukan solusi yang menguntungkan 

pekerja tanpa merugikan dunia usaha. 
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8)  Advokasi Melalui Litigasi (Litigation-based Advocacy) 

Advokasi melalui litigasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan 

atau menantang kebijakan yang ada dengan menggunakan jalur hukum. Ini 

sering dilakukan oleh kelompok-kelompok advokasi yang berfokus pada hak 

asasi manusia atau perlindungan hukum bagi kelompok yang terpinggirkan. 

Dalam bentuk ini, kelompok advokasi dapat mengajukan gugatan ke 

pengadilan untuk menantang kebijakan atau peraturan yang dianggap 

melanggar hak-hak dasar atau tidak sah. Litigasi dapat menjadi cara yang 

sangat efektif untuk mempengaruhi kebijakan, terutama ketika jalur politik 

atau lobi tidak berhasil. Sebagai contoh, gugatan hukum terhadap kebijakan 

yang membatasi hak-hak imigran atau diskriminasi rasial dapat menjadi alat 

yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil. 

C. Memilih Isu Kebijakan 

 

Memilih isu kebijakan adalah langkah awal yang sangat penting dalam 

proses advokasi kebijakan. Isu kebijakan yang dipilih akan menentukan arah dan 

fokus perjuangan, serta menentukan kelompok yang akan terlibat, jenis strategi 

yang digunakan, dan hasil yang ingin dicapai. Pemilihan isu kebijakan yang tepat 

juga akan mempengaruhi seberapa efektif advokasi tersebut dalam mencapai 

perubahan yang diinginkan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap 

berbagai faktor, mulai dari urgensi isu hingga potensi dampaknya terhadap 

masyarakat. 

1) Menilai Urgensi dan Dampak Isu 

Salah satu pertimbangan pertama dalam memilih isu kebijakan adalah 

tingkat urgensinya. Isu yang dipilih harus ]relevan dengan kondisi sosial, 

ekonomi, atau politik saat itu, dan memiliki dampak langsung terhadap 

kehidupan banyak orang. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan krisis 
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kesehatan seperti pandemi atau isu perubahan iklim cenderung dianggap 

lebih urgent karena dampaknya yang luas dan mendesak. 

Selain itu, penting untuk menilai seberapa besar dampak dari kebijakan 

tersebut terhadap kelompok masyarakat tertentu, baik postif maupun negatif. 

Isu yang memengaruhi banyak orang atau kelompok yang rentan, seperti 

kebijakan pengangguran atau akses terhadap layanan kesehatan, sering kali 

memiliki dampak yang signifikan dan bisa mendapatkan perhatian publik dan 

pembuat kebijakan. 

2) Identifikasi Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Sebelum memilih isu kebijakan, penting untuk mengidentifikasi pemangku 

kepentingan yang terlibat atau yang akan terpengaruh oleh kebijakan 

tersebut. Pemangku kepentingan bisa berasal dari berbagai sektor, seperti 

masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta, atau bahkan lembaga 

internasional. 

Isu yang dipilih harus memiliki potensi untuk melibatkan atau 

mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan ini, karena 

advokasi kebijakan sering melibatkan dialog dan kerjasama antara berbagai 

pihak. Memahami siapa yang terlibat dalam kebijakan tersebut dan 

bagaimana mereka dapat memengaruhi atau dipengaruhi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas tentang potensi keberhasilan advokasi. 

Misalnya, jika isu kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

alam, pemangku kepentingan yang terlibat mungkin mencakup komunitas 

lokal, perusahaan besar, serta lembaga lingkungan. 

3) Evaluasi Kesempatan untuk Pengaruh 

Selain mempertimbangkan urgensi dan dampak, penting juga untuk 

menilai apakah ada peluang untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Ini 

berarti melihat apakah ada celah dalam kebijakan yang ada atau apakah ada 
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momen tertentu dalam proses pembuatan kebijakan yang membuka 

kesempatan untuk advokasi. Misalnya, jika pemerintah  baru  saja  

mengumumkan  kebijakan  yang  relevan dengan isu tertentu, mungkin ada 

peluang untuk mempengaruhi proses implementasi atau revisi kebijakan. 

Selain itu, perubahan dalam kepemimpinan politik atau perubahan dalam 

dinamika sosial-ekonomi juga dapat menciptakan peluang baru untuk 

memajukan isu tertentu. 

Sebuah isu mungkin relevan dan penting, tetapi jika tidak ada 

kesempatan untuk mempengaruhi keputusan atau jika sudah ada kebijakan 

yang mapan dan sulit diubah, maka potensi keberhasilan advokasi bisa lebih 

rendah. 

4) Ketersediaan Sumber Daya dan Dukungan 

Memilih isu kebijakan juga harus mempertimbangkan ketersediaan 

sumber daya yang ada, baik dari segi finansial, manusia, maupun teknologi. 

Setiap isu membutuhkan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang efektif, 

yang sering kali memerlukan dana, staf terlatih, serta alat atau platform untuk 

kampanye dan komunikasi. 

Isu yang memerlukan pendekatan berbasis data, penelitian, atau media 

sosial, misalnya, memerlukan sumber daya yang memadai dalam hal tenaga 

ahli, data yang akurat, serta infrastruktur teknologi untuk mendukung 

advokasi tersebut. Di sisi lain, jika sumber daya terbatas, lebih bijaksana 

untuk memilih isu yang lebih spesifik dan terfokus, di mana sumber daya 

yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong perubahan 

kebijakan yang diinginkan. 

5) Mengukur Potensi Dukungan Publik dan Media 

Dukungan publik adalah faktor kunci dalam advokasi kebijakan. Oleh 

karena itu, penting untuk memilih isu yang memiliki potensi untuk 
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mendapatkan perhatian dan dukungan luas dari masyarakat. Mengukur 

potensi dukungan publik dapat dilakukan dengan melihat seberapa banyak 

orang yang peduli dengan isu tersebut, apakah ada mobilisasi masyarakat 

atau gerakan sosial terkait, dan bagaimana media massa serta media sosial 

merespons isu tersebut.Isu yang mendapat perhatian media dan memiliki 

potensi untuk menginspirasi gerakan sosial lebih mudah untuk mendapatkan 

momentum. Sebagai contoh, isu perubahan iklim atau ketidaksetaraan 

gender sering kali memiliki dukungan luas di kalangan masyarakat dan dapat 

dimanfaatkan dalam kampanye publik yang melibatkan media. 

6) Mempertimbangkan Keberlanjutan dan Jangka Panjang 

Selain faktor-faktor tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan 

keberlanjutan dari advokasi kebijakan yang akan dilakukan. Isu kebijakan 

yang dipilih harus memungkinkan keberlanjutan dalam jangka panjang. 

Beberapa isu mungkin membutuhkan waktu lama untuk berubah atau 

membutuhkan perjuangan berkelanjutan untuk mempertahankan kebijakan 

yang ada. Oleh karena itu, dalam memilih isu kebijakan, perlu 

dipertimbangkan apakah organisasi atau kelompok advokasi siap untuk 

berkomitmen dalam jangka panjang, termasuk dalam hal penggalangan 

dana, pengembangan kapasitas, dan pemeliharaan hubungan dengan 

pemangku kepentingan. 
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RANGKUMAN 

RANGKUMAN 

 Memilih isu kebijakan bukanlah keputusan yang sepele, melainkan proses 

yang memerlukan pertimbangan matang dari berbagai faktor. Isu yang dipilih 

haruslah relevan, mendesak, dan memiliki dampak yang luas, serta dapat 

memobilisasi  dukungan  dari  masyarakat  dan pemangku kepentingan yang 

berkepentingan. Selain itu, harus ada peluang untuk mempengaruhi kebijakan 

tersebut, didukung dengan sumber daya yang memadai dan dapat dijalankan 

secara berkelanjutan. Pemilihan isu yang tepat akan menentukan seberapa 

efektif advokasi kebijakan tersebut dan seberapa besar kemungkinan untuk 

mencapai perubahan yang diinginkan dalam kebijakan publik. 
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LATIHAN SOAL 

LATIHAN SOAL 

1. Jelaskan 3 prinsip utama dalam advokasi kebijakan dan berikan contohnya! 

2. Sebutkan dan jelaskan 3 bentuk advokasi yang sering digunakan dalam 

kebijakan publik! 

3. Mengapa memilih isu advokasi yang tepat sangat penting dalam proses 

advokasi kebijakan? 

4. Bagaimana cara mengidentifikasi isu advokasi yang memiliki peluang besar 

untuk diadopsi oleh pembuat kebijakan? 

5. Berikan contoh kasus advokasi kebijakan yang berhasil dan analisis faktor 

keberhasilannya! 
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MODUL 

2 TEKNIK ADVOKASI 

TEKNIK ADVOKASI 

 Dalam advokasi peran komunikasi sangat penting, sehingga memerlukan 

kiat khusus agar komunikasi efektif. Kiat-kiatnya antara lain sebagai berikut: 

1. Jelas (clear) 

2. Benar (correct) 

3. Konkret (concrete) 

4. Lengkap (complete) 

5. Ringkas (concise) 

6. Meyakinkan (convince) 

7. Konstekstual (contextual) 

8. Berani (courage) 

9. Hati-hati (coutious) 

10. Sopan (courteous) 

A. Tujuan Penerapan Teknik/Metode Advokasi 

 Tujuan penerapan teknik/metode advokasi adalah untuk 

memperjuangkan dan mewujudkan perubahan sosial, kebijakan, atau hukum 

yang lebih adil dan berpihak kepada kelompok atau individu yang kurang 

beruntung. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan terencana, 

advokasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, mempengaruhi 

pengambil keputusan, serta mengadvokasi hak-hak dan kebutuhan masyarakat. 

1. Meningkatnya Kualitas Penyampaian Pesan 

 Tujuan utama dari teknik advokasi adalah menyampaikan pesan secara 

efektif agar audiens atau sasaran advokasi dapat memahami dan merespons isu 

yang diangkat. Penyampaian pesan yang baik tidak hanya bergantung pada isi, 

tetapi juga pada cara penyampaiannya. Pesan harus disampaikan dengan cara 
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yang menarik dan mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Hal ini mencakup 

penggunaan data yang mendalam dan relevan, narasi yang dapat 

menghubungkan emosi audiens dengan isu yang diangkat, serta penggunaan 

media yang sesuai dengan audiens yang ditargetkan. 

 Teknik ini juga melibatkan pemilihan bahasa yang tepat, penyajian 

informasi secara jelas, dan penggunaan saluran komunikasi yang efisien seperti 

media sosial, rapat langsung, seminar, atau bahkan media cetak. Dengan cara 

ini, pesan advokasi dapat diterima dengan baik dan memotivasi audiens untuk 

memperhatikan isu yang diangkat. 

2. Sasaran Advokasi 

 Setelah pesan yang jelas disampaikan, langkah berikutnya adalah 

menentukan sasaran yang tepat untuk advokasi. Sasaran ini adalah individu atau 

kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan kebijakan atau 

yang dapat membantu mendorong perubahan yang diinginkan. Sasaran 

advokasi ini bisa meliputi pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, anggota 

legislatif, masyarakat luas, atau bahkan pihak swasta. Masing-masing sasaran ini 

memiliki peran dan pengaruh yang berbeda, sehingga pendekatan yang 

digunakan untuk memengaruhi mereka harus disesuaikan. Misalnya, jika sasaran 

adalah anggota legislatif, maka pendekatan melalui lobi politik dan diskusi lebih 

tepat, sementara jika sasaran adalah masyarakat umum, kampanye informasi 

melalui media sosial atau seminar bisa lebih efektif. 

3. Paham, Tertarik, Sadar/Peduli 

 Pada tahap ini, sasaran advokasi harus melalui proses edukasi yang 

bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam terhadap isu yang 

diadvokasi. Tidak hanya cukup untuk memberi tahu mereka tentang isu tersebut, 

tetapi penting juga untuk menarik perhatian mereka, menjelaskan mengapa isu 

tersebut penting, dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi kehidupan 
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mereka atau masyarakat secara luas. Proses ini sering kali dilakukan dengan 

cara yang berkelanjutan, misalnya melalui seminar, lokakarya, atau kampanye 

media yang menjelaskan dampak dari kebijakan yang sedang diperjuangkan. Di 

sinilah peran penting dari pendekatan komunikasi yang efektif. Agar advokasi 

berhasil, sasaran harus bisa memahami dan merasa peduli terhadap masalah 

yang diangkat, yang kemudian akan mengarah pada perasaan pentingnya isu 

tersebut bagi mereka, sehingga mereka lebih cenderung untuk terlibat lebih jauh. 

4.Komitmen serta Bertindak 

 Setelah sasaran memahami dan peduli terhadap isu tersebut, langkah 

berikutnya adalah mendorong mereka untuk berkomitmen dan mengambil 

tindakan nyata. Ini bisa berarti dukungan secara langsung terhadap kebijakan 

yang diusulkan, seperti mendukung perubahan legislasi atau kebijakan, atau 

mungkin mengambil langkah konkret dalam kehidupan sehari-hari yang 

menunjukkan bahwa mereka mendukung tujuan advokasi. Untuk mendorong 

tindakan ini, advokasi perlu memberikan ajakan yang jelas tentang apa yang bisa 

dilakukan oleh sasaran untuk mendukung perubahan yang diinginkan. 

 Bentuk-bentuk tindakan ini bisa beragam, mulai dari memberikan suara 

dalam pemilihan, menandatangani petisi, atau bahkan menggalang dukungan 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan advokasi. Adanya komitmen 

ini adalah titik krusial karena menunjukkan bahwa sasaran tidak hanya 

memahami isu tersebut, tetapi siap untuk berkontribusi pada perubahan. 

5. Memberikan Dukungan Kebijakan/Sumber Daya  

 Tahap ini merupakan hasil yang paling diharapkan dalam advokasi, yaitu 

ketika sasaran baik itu pembuat kebijakan, organisasi, atau masyarakat 

memberikan dukungan nyata terhadap kebijakan yang diadvokasi. Dukungan  ini 

bisa berupa perubahan kebijakan atau peraturan yang lebih mendukung isu yang 

diangkat, alokasi anggaran untuk mendanai program terkait, atau dukungan dari 
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sektor swasta maupun masyarakat. Proses ini sangat penting karena 

menunjukkan bahwa advokasi berhasil mempengaruhi kebijakan atau keputusan 

yang dibuat oleh pihak berwenang. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada kata-

kata, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk nyata, baik itu dalam bentuk kebijakan 

baru, regulasi yang diperbarui, atau sumber daya yang dialokasikan untuk 

implementasi kebijakan tersebut. 

6. Proses Pelaksanaan Advokasi Berjalan dengan Baik serta Mencapai Tujuan 

 Setelah dukungan diperoleh, tahap selanjutnya adalah memastikan 

bahwa proses implementasi kebijakan atau perubahan yang diusulkan berjalan 

dengan baik. Untuk mencapai hal ini, monitoring dan evaluasi sangat diperlukan. 

Monitoring akan memastikan bahwa kebijakan yang telah disetujui benar-benar 

diterapkan dengan cara yang sesuai dan memenuhi tujuan advokasi. 

 Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil 

memberikan dampak yang diinginkan. Apabila terjadi hambatan atau masalah 

dalam implementasi, advokasi dapat dilakukan kembali untuk memperbaiki atau 

menyesuaikan kebijakan tersebut agar lebih efektif. Proses ini memastikan 

bahwa perubahan yang dicapai tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat 

membawa dampak positif yang berkelanjutan. 

B. Teknik Advokasi Kebijakan 

Teknik advokasi kebijakan mencakup berbagai pendekatan yang digunakan 

untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kebijakan yang berhubungan 

dengan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu. Teknik- teknik ini 

membantu kelompok advokasi untuk menyuarakan suara  mereka, 

mempengaruhi pembuat kebijakan, dan mendorong perubahan kebijakan yang 

lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik. Setiap teknik memiliki tujuan 

dan pendekatan yang berbeda, namun semuanya berfokus pada mempengaruhi 

proses pembuatan kebijakan secara konstruktif dan persuasif. 
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1. Lobi politik (political lobbying) 

 Lobi merupakan upaya untuk memaksimalkan penggunaan teknik 

komunikasi untuk mempengaruhi pihak lain yang semula cenderung menolak, 

agar menjadi setuju atau memberi dukungan. Dalam lobi politik, individu atau 

kelompok advokasi berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan, seperti 

anggota legislatif, pejabat pemerintah, atau pengambil keputusan lainnya, untuk 

mempengaruhi posisi mereka terkait suatu isu. Teknik ini biasanya melibatkan 

pertemuan pribadi, pengajuan dokumen yang menjelaskan posisi advokasi, serta 

pernyataan yang memaparkan manfaat kebijakan yang diusulkan. Lobi politik 

dapat dilakukan oleh berbagai kelompok, mulai dari organisasi nirlaba, 

perusahaan, hingga kelompok kepentingan. Tujuan utama dari teknik ini adalah 

untuk membangun hubungan yang kuat dengan pembuat kebijakan dan 

memberikan informasi yang mendukung perubahan kebijakan yang diinginkan. 

Karakteristik Lobi.  

a. Bersifat tidak resmi/ Informal 

b. Bentuk dapat beragam - obrolan, atau dg surat 

c. Waktu dan tempat dapat kapan dan di mana saja sebatas dalam kondisi 

wajar atau suasana memungkinkan dapat mendukung dan menciptakan sua 

sana yang menyenangkan, sehingga orang dapat bersikap rileks. 

d. Pelaku /aktor yg melakukan lobi -pihak yg bekepentingan: pihak eksekutif 

atau pemerintahan, pihak legislatif, kalangan bisnis, aktifis LSM, toma atau 

ormas, pihak terkait lainnya. 

e. Bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara 

f. Arah pendekatan dapat bersifat satu arah - yg melobi harus aktif mendekati 

pihak yang dilobi. 

Yang Harus Diperhatikan Dalam Teknik Lobi : 

a. Sistem Politik 
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b. Norma dan Etika 

c. Norma Hukum dan Peraturan 

d. Memperhatikan adat istiadat 

e. Mengetahui siapa yang akan dilobi 

f. Siapa yang melobi 

2. Seminar/ Presentasi 

 Bentuk seminar/presentasi baik untuk digunakan untuk mengadvokasi 

beberapa pejabat publik sekaligus, baik dari suatu instansi/lembaga tertentu, 

apalagi kalau berasal dari beberapa instansi berbeda yang berkaitan dengan 

permasalahan/isu yang diadvokasikan. Selain itu dalam teknik 

seminar/presentasi diperlukan kemampuan untuk menggunakan atau 

memanfaatkan berbagai teknik atau alat bantu penyajian yang terus semakin 

berkembang kecanggihannya. Seminar atau presentasi adalah teknik advokasi 

yang digunakan untuk mendidik dan memberikan informasi kepada para 

pemangku kepentingan mengenai isu atau kebijakan tertentu. Melalui seminar, 

kelompok advokasi dapat menyajikan  bukti, data, atau penelitian  yang 

menunjukkan pentingnya perubahan kebijakan atau permasalahan yang ada. 

Seminar ini biasanya melibatkan pembicara ahli yang memiliki kredibilitas di 

bidangnya, yang dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam dan 

memperkuat argumen yang diajukan. 

Presentasi dapat dilakukan di berbagai forum, baik itu di hadapan 

pembuat kebijakan, masyarakat umum, atau organisasi lain. Dengan teknik ini, 

tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai isu 

yang diangkat dan mendorong mereka untuk mendukung kebijakan yang lebih 

baik. 
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3. Debat 

 Debat pada dasarnya juga merupakan salah satu teknik advokasi dalam 

kelompok ciri spesifiknya adalah bahwa isu dibahas dalam pro dan kontra. 

Dengan teknik ini pelibatan sasaran (khalayak) akan lebih aktif dan isu/masalah 

dapat dibahas dari berbagai sudut pandang secara tajam serta bisa lebih 

mendalam. Dengan dukungan media TV dan radio, debat dapat menjangkau 

khalayak yang sangat luas secara cukup menarik. 

 Debat merupakan teknik yang digunakan untuk mempertemukan 

berbagai pihak yang memiliki pandangan berbeda mengenai suatu kebijakan 

atau isu. Teknik ini sering digunakan dalam forum publik atau di hadapan 

pembuat kebijakan, dengan tujuan untuk memperlihatkan kelebihan dan 

kekurangan dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan. Debat memungkinkan 

kedua belah pihak untuk mengemukakan argumen mereka secara terbuka, serta 

memberikan kesempatan kepada audiens untuk mengevaluasi kedua pandangan 

tersebut. 

 Melalui debat, kelompok advokasi dapat menyampaikan bukti dan data 

yang mendukung posisi mereka, sambil menunjukkan kelemahan atau 

ketidaksesuaian dalam kebijakan yang ada. Ini adalah cara yang efektif untuk 

mempengaruhi opini publik dan memberi tekanan pada pembuat kebijakan untuk 

mempertimbangkan pandangan yang lebih baik. 

4. Dialog 

 Hampir sama dengan debat, dialog lebih tepat digunakan sebagai teknik 

advokasi dalam menjangkau kelompok, yang bila didukung oleh media massa 

khususnya TV dan radio bisa menjagkau kelompok yang sangat luas. Teknik 

dialog memberi peluang yang cukup baik untuk mengungkapkan 

aspirasi/pandangan sasaran (khalayak). 
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 Dialog adalah teknik advokasi yang menekankan pada komunikasi 

terbuka antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu isu. Teknik 

ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan mencari solusi bersama 

antara kelompok advokasi dan pembuat kebijakan atau pihak lain yang terkait. 

Dalam dialog, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, 

aspirasi, dan keberatan mereka, dengan tujuan untuk mencapai titik temu yang 

dapat diterima bersama. 

 Dialog ini bisa dilakukan dalam bentuk diskusi, pertemuan terbuka, atau 

workshop. Melalui pendekatan ini, advokasi kebijakan bertujuan untuk 

menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang didasarkan pada 

konsensus dan pengertian bersama. 

5. Negoisasi  

 Negosiasi merupakan teknik advokasi yang dimaksudkan untuk 

meghasilkan kesepakatan. Dalam hal ini pihak yang bernegosiasi menyadari 

bahwa masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama yang perlu 

diamankan sekaligus kepentingan yang berbeda/bertentangan yang perlu 

dipertautkan. Dalam negosiasi diperlukan kemampuan untuk melakukan tawar 

menawar dengan alternatif yang cukup terbuka. Negosiasi adalah proses di 

mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu isu atau kebijakan saling 

berkompromi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah 

pihak.  

 Dalam konteks advokasi kebijakan, negosiasi sering digunakan untuk 

menyelesaikan perbedaan antara kelompok advokasi dan pembuat kebijakan, 

atau antara kelompok advokasi dengan kelompok lain yang memiliki kepentingan 

berbeda. Teknik ini memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi, 

mendengarkan, serta kemampuan untuk mencari solusi tengah yang dapat 

diterima oleh semua pihak. Tujuan dari negosiasi adalah untuk mencapai 
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perubahan kebijakan yang lebih baik tanpa menimbulkan konflik yang merugikan 

semua pihak. 

6. Petisi 

 Petisi atau resolusi merupakan salah satu teknik advokasi dengan 

membuat pernyataan tertulis. Petisi atau resolusi ini akan lebih besar tekanannya 

apabila merupakan hasil dari suatu musyawarah/rapat dengan jumlah peserta 

yang besar (kuantitatif dan kualitatif) dan di blow-up melalui media massa. Dalam 

advokasi, program-program pembangunan, teknik, petisi dan resolusi ini 

biasanya dipilih variasi yang tergolong lunak seperti pernyataan sikap, ikrar, 

fatwa, dan yang senada lainnya. Petisi adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan dukungan publik dalam bentuk tanda tangan atau deklarasi dari 

masyarakat yang mendukung suatu perubahan kebijakan. Petisi sering kali 

digunakan untuk menunjukkan besarnya dukungan terhadap suatu isu atau 

kebijakan tertentu, dan menjadi sarana untuk memobilisasi masyarakat dalam 

menyuarakan pandangan mereka. 

 Teknik ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran  publik  tentang  

isu  yang diangkat, serta memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk 

mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Petisi dapat dilakukan baik secara 

offline (dengan mengumpulkan tanda tangan secara langsung) maupun online 

melalui platform digital), yang memungkinkan untuk mencakup audiens yang 

lebih luas. 

7. Mobilisasi 

 Mobilisasi adalah teknik advokasi dengan menggunakan kekuatan 

massa/orang yang dapat dilakukan melalui berbagai variasi seperti parade 

pawai, demo, unjuk rasa, dan yang sejenisnya. Kegiatan seperti ini mudah 

mengundang media massa untuk mem-blow-up-nya. Hampir sama dengan petisi 

atau resolusi dalam advokasi program- program pembangunan, teknik mobilisasi 
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juga umumnya menggunakan varian yang tergolong lunak seperti parade, pawai, 

safari dan yang senada lainnya. Mobilisasi adalah proses menggerakkan 

masyarakat atau kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung 

perubahan kebijakan atau menyuarakan pendapat mereka. Mobilisasi ini bisa 

berupa demonstrasi, aksi protes, atau kampanye yang melibatkan banyak orang 

untuk menunjukkan dukungan terhadap suatu isu atau kebijakan. 

 Teknik ini bertujuan untuk menciptakan tekanan sosial dan politik pada 

pembuat kebijakan dengan menunjukkan bahwa banyak orang peduli dengan isu 

tersebut. Mobilisasi dapat dilakukan secara langsung di lapangan atau melalui 

media sosial, dan biasanya menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian 

media dan meningkatkan visibilitas isu yang sedang diperjuangkan. 

8. Konferensi Pers 

 Bentuk pertemuan singkat dengan sejumlah wartawan media massa yang 

diundang untuk menjelaskan suatu isu penting yang segera perlu diketahui 

masyarakat. Konferensi pers sebaiknya dilakukan secara cepat (waktu pendek) 

didahului dengan penjelasan singkat dan diiikuti dengan tanya jawab/klarifikasi. 

Konferensi pers adalah teknik advokasi yang melibatkan penyampaian informasi 

atau pernyataan kepada media massa untuk menarik perhatian publik terhadap 

suatu kebijakan atau isu. Dalam konferensi pers, kelompok advokasi dapat 

memaparkan pandangan mereka, memberikan data yang  mendukung,  atau 

mengungkapkan pernyataan resmi mengenai kebijakan yang sedang 

diperjuangkan. 

 Konferensi pers dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan 

memperluas cakupan pemberitaan mengenai isu yang diangkat. Selain itu, 

konferensi pers juga memberikan kesempatan bagi kelompok advokasi untuk 

menjawab pertanyaan dari wartawan dan memberikan klarifikasi kepada 

masyarakat. 
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9.Wisata Pers (Press Tour) 

 Bentuk kunjungan beberapa wartawan langsung ke lapangan untuk 

menggali informasi mengenai program yang dinilai perlu disebarluaskan kepada 

masyarakat. Wisata pers adalah teknik di mana kelompok advokasi mengundang 

jurnalis atau media untuk mengunjungi lokasi yang terkait dengan isu atau 

kebijakan yang sedang diperjuangkan. 

 Teknik ini memberikan kesempatan kepada media untuk melihat secara 

langsung dampak suatu kebijakan atau masalah di lapangan, yang sering kali 

sulit diungkapkan hanya dengan data atau laporan. Wisata pers memungkinkan 

jurnalis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan 

menceritakan kisah yang lebih manusiawi dan autentik tentang masalah yang 

dihadapi. Teknik ini sering digunakan untuk memperkuat liputan media mengenai 

isu tertentu dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan lebih akurat dan 

menggugah. 
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PRAKTIKUM 

Praktikum 

A. Instruksi: 

1. Bentuk kelompok yang terdiri dari 4–7 orang. 

2. Setiap kelompok akan memilih atau diberikan sebuah isu kebijakan untuk 

diadvokasikan. 

3. Gunakan teknik advokasi yang sesuai untuk menyusun strategi dan 

mempraktikkan advokasi kebijakan. 

4. Setiap kelompok akan melakukan presentasi atau simulasi berdasarkan 

tugas yang diberikan. 

B. Tugas Praktikum 

1. Memilih dan Menganalisis Isu 

2. Menyusun Strategi Advokasi 

3. Membuat Skenario dan mengamplikasikan Komunikasi dan Advokasi 

Kebijakan dalam bentuk video  

C. Kriteria Penilaian: 

1. Pemahaman Isu (20%) – Seberapa jelas dan mendalam analisis isu yang 

dipilih. 

2. Strategi Advokasi (30%) – Relevansi dan efektivitas strategi yang 

dirancang. 

3. Simulasi Advokasi (30%) – Keterampilan komunikasi, kejelasan pesan, 

dan pendekatan yang digunakan. 
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MODUL 

3 
PENGAPLIASIAN METODE DALAM STUDI 

ADVOKASI KEBIJAKAN 

PENGAPLIASIAN METODE DALAM STUDI ADVOKASI KEBIJAKAN 

A. Advokasi Melalui Media 

McCombs & Shaw (1972) menjelaskan bahwa media telah menjadi instru- 

men kunci dalam memengaruhi opini publik dan keputusan pembuat kebijakan. 

Kekuatan media dalam menentukan apa yang orang pikirkan tentang suatu isu 

membuatnya menjadi alat yang efektif untuk advokasi. Media dalam konteks ini 

merujuk pada berbagai platform komunikasi seperti televisi, radio, koran, 

majalah, serta media sosial. Dapat dikatakan bahwa media memiliki peran 

penting atau sentral dalam suatu proses atau aktivitas. Media memiliki kekuatan 

untuk memben- tuk atau mengubah pendapat atau persepsi masyarakat umum 

terhadap suatu isu. Ini bisa melalui pemberitaan, artikel, iklan, atau konten 

lainnya. Pembuat kebijakan di sini bisa merujuk pada pejabat pemerintah, 

legislator, atau pihak lain yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan. 

Media bisa memengaruhi keputusan mereka dengan menyoroti isu-isu tertentu 

atau menyajikan perspektif tertentu. 

Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan persepsi 

masyarakat. Ini menekankan ide bahwa media memiliki kemampuan untuk 

menyoroti isu-isu tertentu, menentukan bagaimana isu tersebut disajikan, serta 

memengaruhi cara masyarakat memahami atau memikirkan isu tersebut. Media 

dapat digunakan oleh organisasi, aktivis, dan pihak lain sebagai sarana untuk 

mendukung, mempromosikan, atau menentang suatu isu, kebijakan, atau 

gagasan. 

Media dapat dikatakan memiliki posisi yang strategis dalam masya- rakat 

modern. Berbagai platform komunikasi seperti televisi, radio, koran, majalah, dan 

media sosial menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat luas. Melalui 
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berbagai konten yang disajikan, media memiliki kemampuan untuk membentuk 

pandangan, opini, atau bahkan persepsi masyarakat terhadap suatu isu. 

Pemberitaan, artikel, iklan, dan sejumlah konten lainnya yang disiarkan 

melalui media sering kali menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam 

memahami suatu permasalahan. Hal ini terjadi karena akses informasi yang 

cepat dan mudah, serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber-sumber 

informasi tersebut. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa media bukan 

hanya sekadar penyampai informasi. Media juga menjadi aktor yang memiliki 

kepentingan, sudut pandang, dan bias tertentu dalam penyajian kontennya. Ini 

mengakibatkan masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga 

interpretasi dan narasi yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan kepentingan 

media tersebut. 

Dari sisi pembuat kebijakan, media juga memiliki pengaruh yang signifikan. 

Media dapat menyoroti isu-isu tertentu, memberikan tekanan publik, atau bahkan 

menentukan agenda publik. Ketika suatu isu mendapat- kan sorotan khusus dari 

media, pembuat kebijakan cenderung merespons lebih cepat terutama jika isu 

tersebut menimbulkan reaksi besar dari masyarakat. Sebagai contoh, isu 

lingkungan yang diangkat oleh media dengan intens dapat mendorong pembuat 

kebijakan untuk merumuskan aturan atau kebijakan baru yang berpihak pada 

perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, media tidak hanya berperan sebagai 

pemberi informasi; tetapi juga sebagai pengawal dan pendorong kebijakan 

publik. Media telah berkembang menjadi salah satu kekuatan paling dominan 

dalam masyarakat kontemporer. Mulai dari televisi dan radio yang menjadi 

tonggak awal era informasi hingga koran, majalah, dan kemunculan media sosial 

yang merevolusi cara seseorang berkomunikasi. Dengan jangkauannya yang 

luas, media memiliki kemampuan unik untuk memengaruhi pikiran dan perasaan 

masyarakat luas. 
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Bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, media juga memainkan 

peran dalam menentukan narasi yang ingin disampaikan. Setiap potongan 

informasi yang disajikan kepada publik memiliki potensi untuk memben- tuk atau 

bahkan mengubah opini; baik melalui pemberitaan, artikel, atau iklan. Hal ini 

terutama terjadi ketika suatu isu disajikan dengan sudut pandang tertentu serta 

memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespons isu tersebut. 

Pembuat kebijakan seperti pejabat pemerintah atau legislator juga tidak 

terlepas dari pengaruh media. Terkadang, media menjadi jembatan antara 

masyarakat dan pembuat kebijakan serta menyoroti isu-isu penting yang 

memerlukan perhatian.  Dengan kapasitasnya untuk membangkitkan reaksi 

publik, media bisa menjadi katalis untuk perubahan kebijakan. Misalnya, ketika 

suatu isu mendapatkan sorotan luas dari media dan mendapatkan dukungan 

publik maka pembuat kebijakan dapat merasa terdorong untuk mengambil 

tindakan. Kesimpulannya, media memegang peran penting dalam proses 

pembentukan opini publik dan pengambilan kebijakan.  

Dengan kekuat- annya dalam menyebarkan informasi dan menentukan 

narasi, media memi- liki kemampuan untuk memengaruhi masyarakat dan 

pembuat kebijakan dalam berbagai aspek. Meskipun demikian, penting bagi 

masyarakat untuk selalu kritis terhadap informasi yang diterima dan memahami 

potensi bias yang mungkin ada dalam konten media. 

B. Advokasi Melalui Peradilan  

Dalam dunia hukum dan kebijakan, advokasi tidak selalu dilakukan melalui 

saluran-saluran legislatif tradisional. Terkadang, saat saluran-saluran tersebut 

terhambat atau tidak efektif maka para advokat dan pihak yang berkepentingan 

akan memilih untuk mengadvokasi kebijakan melalui pengadilan.Pengadilan 

sering kali dianggap sebagai tempat terakhir bagi masyarakat untuk 

mendapatkan keadilan. Ketika badan legislatif atau eksekutif gagal bertindak, 
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pengadilan dapat menjadi tempat untuk memperjuangkan perubahan. Melalui 

tuntutan hukum dan litigasi strategis, kelompok-kelompok tertentu dapat 

menantang kebijakan yang ada atau memperjuangkan keadilan melalui 

interpretasi hukum. 

Dalam dinamika pembentukan kebijakan, terdapat berbagai saluran yang 

bisa diakses untuk mendorong perubahan. Saluran legislatif tradisional seperti 

parlemen atau badan-badan legislatif lainnya biasanya menjadi tempat pertama 

bagi advokat dan pihak yang berkepentingan untuk memperjuangkan agenda 

mereka. Namun, terdapat situasi-situasi dimana mekanisme legislatif tersebut 

tidak berfungsi secara optimal; atau mungkin bahkan terhambat oleh berba- gai 

faktor. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan dapat menjadi alternatif strategis 

bagi mereka yang ingin mendorong perubahan kebijakan. Pengadilan memiliki 

reputasi sebagai benteng terakhir keadilan.  

Bagi masyarakat, pengadilan dianggap sebagai tempat netral yang siap 

mendengar dan memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan terlepas dari 

kepentingan politik atau tekanan eksternal. Oleh karena itu, ketika badan 

legislatif atau eksekutif yang seharusnya menjadi wakil rakyat gagal 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka maka pengadilan menjadi 

harapan terakhir. Melalui litigasi strategis, kelompok-kelompok masyarakat dan 

advokat dapat menggunakan pengadilan sebagai alat untuk menantang atau 

mengubah kebijakan yang ada. Dengan mengajukan kasus-kasus tertentu yang 

diyakini memiliki dasar hukum yang kuat dan juga potensi untuk membentuk 

preseden, para advokat berusaha untuk menciptakan perubahan melalui 

interpretasi dan penerapan hukum oleh pengadilan.  

Dalam advokasi kebijakan melalui pengadilan, konsep “litigasi strategis” 

sering kali menjadi kunci. Ini melibatkan pemilihan kasus-kasus tertentu yang 

diyakini memiliki peluang terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
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Dilakukan dengan harapan bahwa keputusan dari kasus tersebut akan 

membentuk preseden hukum dan memengaruhi kebijakan di masa depan. 

Meskipun advokasi melalui pengadilan dapat menjadi alat yang efektif, 

pendekatan ini tidak tanpa tantangan. Proses pengadilan sering kali mema- kan 

waktu lama dan memerlukan sumber daya yang signifikan. Selain itu, tidak ada 

jaminan bahwa keputusan pengadilan akan mendukung pihak yang 

mengadvokasi perubahan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi para advokat 

untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat sebelum memilih jalur ini.  

Dalam usaha memengaruhi atau mengubah kebijakan melalui penga- dilan, 

“litigasi strategis” menjadi salah satu pendekatan yang sering diterap- kan oleh 

para advokat. Pendekatan ini mengedepankan kecerdasan dalam memilih kasus-

kasus yang memiliki potensi besar untuk mencapai keputusan yang diinginkan. 

Pemilihan kasus berdasarkan pertimbangan khusus ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa jika berhasil maka hasil keputusan kasus tersebut dapat 

menjadi preseden hukum yang akan memengaruhi kebijakan- kebijakan di masa 

yang akan datang. 

Walaupun litigasi strategis memiliki potensi besar dalam mengubah kebijakan 

pendekatan melalui pengadilan tidak selalu mulus dan mudah. Salah satu 

tantangan utamanya adalah durasi proses pengadilan yang bisa sangat panjang, 

Proses litigasi yang panjang bukan hanya memerlukan kesabaran, tetapi juga 

sumber daya; baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun finansial yang 

signifikan. Hal ini sering kali menjadi beban bagi para advokat atau kelompok 

yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya 

terbatas. Meskipun sebuah kasus dipilih dengan cermat dan diyakini memiliki 

dasar hukum yang kuat, hasil dari pengadilan tetaplah tidak dapat dipre- diksi. 

Tidak ada jaminan bahwa keputusan yang dihasilkan akan mendu- kung pihak 

yang berupaya mengadvokasi perubahan kebijakan. 
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Dengan berbagai tantangan yang ada, penting bagi para advokat dan pihak 

yang berkepentingan untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat dari 

pendekatan litigasi strategis. Harus ada pemahaman mendalam tentang potensi 

hambatan, biaya, dan hasil yang mungkin diperoleh sebelum memutuskan untuk 

melanjutkan advokasi melalui pengadilan. Sebagai langkah awal, analisis 

menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan kasus serta potensi dampak dari 

keputusan pengadilan dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat. 

Advokasi kebijakan melalui pengadilan dengan pendekatan litigasi strategis 

memang menawarkan potensi perubahan yang signifikan. Namun, pendekatan 

ini datang dengan tantangan dan risiko tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman, 

kesiapan, dan pertimbangan matang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas 

advokasi ini. 

Advokasi kebijakan melalui pengadilan adalah salah satu dari banyak alat 

yang tersedia bagi mereka yang ingin memengaruhi perubahan dalam 

masyarakat. Meskipun pendekatan ini dapat menjadi sangat efektif dalam situasi 

tertentu, para advokat harus mempertimbangkan dengan cermat strategi mereka 

dan bersiap untuk tantangan yang mungkin mereka hadapi di pengadilan.  

Dalam spektrum luas upaya memengaruhi kebijakan dan mendorong 

perubahan sosial, advokasi melalui pengadilan muncul sebagai salah satu 

instrumen yang potensial. Pengadilan sebagai lembaga hukum dapat 

memberikan keputusan yang mengikat dan memiliki dampak langsung terhadap 

praktik-praktik di masyarakat. Bagi banyak advokat dan kelompok  masyarakat, 

pengadilan sering kali menjadi arena pertarungan untuk memastikan bahwa 

kebijakan tertentu sesuai dengan prinsip- prinsip keadilan dan hak asasi 

manusia. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa advokasi melalui pengadilan memiliki sejumlah 

kelebihan. Keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan tidak hanya bersifat 
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mengikat, tetapi juga dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa di masa 

depan. Hal ini dapat membantu dalam menetapkan norma- norma baru atau 

memperkuat norma yang sudah ada dalam masyarakat. Ketika lembaga legislatif 

atau eksekutif gagal bertindak, pengadilan bisa menjadi saluran efektif untuk 

mewujudkan perubahan. 

Namun, pendekatan advokasi melalui pengadilan bukanlah tanpa hambatan. 

Proses hukum bisa menjadi rumit, memakan waktu, dan memerlukan sumber 

daya yang signifikan. Meskipun suatu kasus mungkin memiliki dasar hukum yang 

kuat, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim dan bisa beragam 

tergantung pada berbagai faktor. Para advokat perlu memahami dengan baik 

dinamika hukum, mempersiapkan argumen dengan kuat, dan siap menghadapi 

kemungkinan keputusan yang tidak sesuai dengan harapan. 

Advokasi kebijakan melalui pengadilan memberikan peluang unik untuk 

memengaruhi perubahan dalam masyarakat, serta memerlu- kan pemikiran 

strategis dan persiapan menyeluruh. Para advokat harus mempertimbangkan 

dengan cermat setiap langkah, menimbang risiko dan manfaat, serta 

mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin 

muncul selama proses pengadilan berlangsung. 

C. Advokasi Menggunakan Jejaring 

Dalam usaha mempengaruhi atau mereformasi kebijakan, advokasi bukan 

hanya dilakukan melalui metode konvensional seperti lobi atau litigasi. 

Penggunaan jejaring atau jaringan kerja sama antarberbagai pemangku 

kepentingan telah menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer dan 

efektif. Adanya jejaring akan menjadikan organisasi, individu, atau kelompok 

masyarakat dapat bergabung bersama untuk memperkuat suara dan 

meningkatkan dampak advokasi mereka. Jejaring memungkinkan berbagai 

entitas untuk berkolaborasi, berbagi sumber daya, dan menyatukan keahlian 
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mereka demi tujuan bersama. Dengan jejaring, kelompok atau organisasi yang 

mungkin memiliki sumber daya terbatas dapat meningkatkan jangkauan dan 

pengaruh mereka. Misalnya, sebuah organisasi kecil yang berfokus pada isu 

lingkungan mung- kin bergabung dengan jejaring yang lebih luas untuk bersama-

sama meme- ngaruhi kebijakan lingkungan di tingkat nasional atau bahkan 

internasional. 

Dalam pekerjaan memengaruhi dan mereformasi kebijakan, metode- metode 

konvensional seperti lobi dan litigasi telah lama dikenal dan diimplementasikan. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan mening- katnya kebutuhan 

kolaborasi, pendekatan advokasi melalui jejaring atau kerja sama antarberbagai 

pemangku kepentingan mulai mendapatkan momentum. Salah satu kekuatan 

utama dari pendekatan jejaring adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Adanya 

kolaborasi akan menjadikan organisasi, individu, maupun kelompok masyarakat 

dapat menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian mereka. 

Kolaborasi ini tidak hanya meningkat- kan volume suara yang mereka hasilkan, 

tetapi juga memperkaya kualitas pesan dan strategi advokasi yang mereka 

kembangkan. 

Fakta dilapangan menemukan banyak organisasi atau kelompok yang 

terbatas, kemudian jejaring muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterba- 

tasan tersebut. Sebagai contoh, organisasi kecil yang memiliki fokus spesifik 

seperti isu lingkungan mungkin merasa sulit untuk memengaruhi kebijakan di 

tingkat yang lebih besar. Namun, dengan bergabung dalam jejaring yang lebih 

luas akan membuat mereka bisa memanfaatkan sumber daya dan pengaruh 

jejaring tersebut untuk memperjuangkan tujuannya di skala yang lebih besar; 

seperti di tingkat nasional atau internasional. 

Pendekatan jejaring dalam advokasi kebijakan menawarkan peluang untuk 

menggabungkan sumber daya, keahlian, dan pengaruh dari berbagai entitas 
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untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memaksimalkan keun- tungan dari 

kerja sama dan kolaborasi, organisasi dan kelompok masyara- kat dapat 

meningkatkan efektivitas dan jangkauan advokasi mereka serta memberikan 

peluang lebih besar untuk memengaruhi perubahan yang diinginkan. Meskipun 

pendekatan jejaring memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan 

yang mungkin dihadapi. 

Misalnya, koordinasi antara anggota jaringan bisa menjadi kompleks; 

terutama jika anggotanya berasal dari latar belakang dan memiliki tujuan yang 

berbeda. Selain itu, ada risiko konflik atau ketidaksesuaian visi dan misi 

antaranggota jejaring. Hal ini memerlukan komunikasi yang baik dan 

kesepakatan bersama untuk memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan 

yang sama. Advokasi kebijakan melalui jejaring menawarkan pendekatan 

kolaboratif yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menggabungkan 

sumber daya dan keahlian mereka. Meskipun ada tantangan yang mungkin 

dihadapi, potensi untuk mencapai perubahan yang signifikan melalui kerja sama 

dan kolaborasi membuat pendekatan ini semakin diminati. 

Penting bagi organisasi dan individu yang ingin menggunakan jejaring 

sebagai alat advokasi untuk memahami dinamikanya, memastikan komunikasi 

yang efektif, dan membangun hubungan kerja yang kuat dengan anggota 

jaringan lainnya. Advokasi melalui jejaring ini telah menjadi alat advokasi yang 

populer, tetapi tetap terdapat rintangan di dalamnya. Salah satu tantangan 

terbesar dalam advokasi melalui jejaring adalah koordinasi. Mengingat banyak 

entitas dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda bergabung dalam satu 

jaringan, koordinasi dapat menjadi kompleks dan memerlukan banyak usaha. 

Bekerja dalam sebuah jejaring sering kali membawa risiko konflik atau 

ketidaksesuaian visi dan misi antar anggotanya.  
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Setiap entitas dalam jaringan mungkin memiliki prioritas, pendekatan, dan 

keyakinan mereka sendiri; yang jika tidak dikelola dengan baik maka dapat 

menyebabkan ketegangan atau bahkan konflik internal. Oleh karena itu, penting 

bagi jejaring untuk memiliki komunikasi yang baik dan kesepakatan bersama 

yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang 

sama. Meski memiliki tantangan, advokasi kebijakan melalui jejaring tetap 

menawarkan peluang yang sangat berharga. Melalui kerja sama dan kola- 

borasi, pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang dapat meng- 

gabungkan keahlian dan sumber daya mereka serta meningkatkan peluang 

untuk mencapai perubahan yang signifikan. Pendekatan kolaboratif ini semakin 

dihargai dan diminati karena potensinya dalam memaksimalkan dampak positif 

dari advokasi.  

Bagi organisasi dan individu yang tertarik menggunakan jejaring sebagai alat 

advokasi, pemahaman mendalam tentang dinamikanya sangat penting. Selain 

memahami keuntungan yang bisa diperoleh, mereka juga perlu menyadari 

tantangan yang mungkin dihadapi. Hal ini mencakup memastikan komunikasi 

yang efektif, membangun hubungan kerja yang kokoh dengan anggota jaringan 

lain, serta selalu berusaha menciptakan kesepakatan bersama untuk 

memastikan visi dan misi jejaring tetap konsis- ten dan dijalankan dengan baik. 

Dengan semua kelebihan dan rintangannya, jejaring tetap menjadi instrumen 

advokasi yang sangat potensial. Adanya pendekatan yang tepat, komunikasi 

yang efektif, dan kesediaan untuk berkolaborasi akan menja- dikan jejaring dapat 

menjadi katalis untuk perubahan kebijakan yang signifikan serta berdampak 

positif bagi masyarakat luas. 

D. Advokasi Melalui Legislasi 

Dalam ranah advokasi kebijakan, salah satu pendekatan yang paling umum 

dan tradisional adalah melalui legislasi. Melibatkan proses pembuatan atau 
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perubahan undang- undang, pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam 

tentang proses legislatif serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan pembuat 

kebijakan seperti anggota parlemen atau badan legislatif lainnya. Beradvokasi 

melalui jalur legislatif memungkinkan organisasi, kelom- pok, atau individu untuk 

memengaruhi pembuatan atau revisi undang- undang secara langsung. Hal ini 

dapat menghasilkan perubahan yang signifikan, berjangka panjang, dan memiliki 

dampak luas pada masyarakat. Keputusan yang dihasilkan melalui proses 

legislative seperti pengesahan undang-undang baru atau revisi yang ada 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat umum. 

Meskipun potensialnya sangat besar, advokasi melalui legislasi bukan tanpa 

tantangan. Proses legislatif sering kali kompleks dan bisa mema- kan waktu yang 

lama. Terdapat banyak tahapan; mulai dari pengajuan rancangan, pembahasan 

di komite, hingga persetujuan di sidang pleno. Selain itu, berinteraksi dengan 

berbagai pemangku keputusan dan meme- ngaruhi opini mereka memerlukan 

keterampilan komunikasi yang baik, pemahaman mendalam tentang isu yang 

diajukan, serta kesabaran. 

Untuk meningkatkan efektivitas advokasi melalui legislasi, sering kali 

diperlukan pembentukan jaringan atau koalisi dengan kelompok lain yang 

memiliki tujuan serupa. Bersatunyan kelompok advokasi dapat meningkatkan 

kekuatan suaranya, berbagi sumber daya, serta memastikan pesan yang 

disampaikan lebih kohesif dan terkoordinasi. 

Advokasi melalui legislasi adalah salah satu pendekatan yang memiliki 

potensi besar dalam mewujudkan perubahan kebijakan. Dengan strategi yang 

tepat, dedikasi, dan kolaborasi dengan kelompok lain akan menjadikan 

pendekatan ini dapat membawa perubahan positif yang berdampak pada 

masyarakat luas. Walaupun berpotensi sangat efektif, advokasi melalui legislasi 

tetap memiliki beberapa tantangan. Proses legislatif sering kali panjang dan 
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kompleks serta memerlukan kesabaran, keahlian, dan sumber daya. Selain 

disampaikan lebih kohesif dan terkoordinasi. 

Advokasi melalui legislasi adalah salah satu pendekatan yang memiliki 

potensi besar dalam mewujudkan perubahan kebijakan. Dengan strategi yang 

tepat, dedikasi, dan kolaborasi dengan kelompok lain akan menjadikan 

pendekatan ini dapat membawa perubahan positif yang berdampak pada 

masyarakat luas. Walaupun berpotensi sangat efektif, advokasi melalui legislasi 

tetap memiliki beberapa tantangan. Proses legislatif sering kali panjang dan 

kompleks serta memerlukan kesabaran, keahlian, dan sumber daya. Selain itu, 

berkomunikasi dengan pembuat kebijakan dan memengaruhi keputusan mereka 

bisa menjadi tugas yang sulit; terutama dalam situasi di mana ada kepentingan 

berlawanan atau isu yang kontroversial. 

E. Advokasi Melalui Perundangan 

Perundangan menjadi salah satu alat advokasi yang paling kuat karena 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setiap undang-undang atau regu- lasi 

yang disahkan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masya- rakat dan 

bagaimana suatu negara dijalankan. Dengan beradvokasi melalui perundangan, 

organisasi dan individu memiliki peluang untuk membentuk kebijakan- kebijakan 

yang adil dan menguntungkan bagi masyarakat luas. Apabila undang-undang 

bersifat umum dan memberikan kerangka besar suatu kebijakan, maka peraturan 

lebih detail dan spesifik. Peraturan menunjukkan bagaimana suatu undang-

undang harus diterapkan dalam praktik sehari-hari. Advokasi melalui peraturan 

memungkinkan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa undang-

undang dijalankan dengan cara yang efektif dan adil. 

Dalam konteks pembentukan dan reformasi kebijakan, advokasi melalui 

perundangan muncul sebagai salah satu pendekatan yang strategis. Berbeda 

dengan advokasi yang dilakukan melalui media atau pendekatan langsung 
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kepada masyarakat, advokasi melalui perundangan berfokus pada pembu- atan, 

revisi, atau penolakan rancangan peraturan dan undang-undang. Perundangan 

menjadi fondasi hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara.  

Dengan berfokus pada perundangan, advokat dan kelompok masyarakat 

memiliki kesempatan untuk memberi- kan dampak yang mendalam dan 

berjangka panjang pada kebijakan publik. Ini mencakup pembuatan undang-

undang baru, revisi undang-undang yang sudah ada, atau bahkan penolakan 

terhadap rancangan undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan 

kepentingan masyarakat.Salah satu keuntungan utama dari pendekatan ini 

adalah keberlang- sungan dan kestabilan dari keputusan yang dihasilkan. 

Sebuah undang- undang yang telah disahkan akan sulit untuk diubah tanpa 

proses perun dangan ulang yang panjang dan rumit. Apabila berhasil, advokasi 

melalui perundangan dapat menghasilkan perubahan yang tahan lama dan 

memi- liki dampak besar pada masyarakat.  

Namun, pendekatan ini bukan tanpa hambatan. Proses perundangan sering 

kali rumit, memerlukan waktu yang lama, dan melibatkan banyak pemangku 

kepentingan. Untuk berhasil dalam advokasi melalui perun- dangan, dibutuhkan 

pemahaman mendalam tentang mekanisme legislatif, kemampuan untuk 

berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pembuat kebijakan, serta kesabaran 

untuk menghadapi proses yang mungkin berlarut-larut. 

Advokasi melalui perundangan adalah sebuah pendekatan yang strate- gis 

dalam memengaruhi kebijakan publik. Meskipun memiliki tantangan, dengan 

persiapan yang matang dan strategi yang tepat akan menjadikan pendekatan ini 

memiliki potensi untuk menciptakan perubahan signifi- kan dalam masyarakat. 

Bagi mereka yang berkomitmen pada perubahan melalui jalur perundangan, 
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kesiapan untuk menghadapi proses panjang dan kompleks adalah kunci 

keberhasilannya. 

F. Advokasi Melalui Peraturan 

Dalam upaya memengaruhi kebijakan dan praktik- praktik tertentu di 

masyarakat, advokasi melalui peraturan muncul sebagai salah satu pende- katan 

yang khusus dan berorientasi pada target. Berbeda dengan undang- undang 

yang bersifat umum dan menyeluruh; peraturan sering kali lebih spesifik, 

mendetail, dan fokus pada penerapan undang- undang dalam praktik sehari-hari. 

Sebagai turunan dari undang-undang, peraturan memberikan kerangka kerja 

tentang bagaimana suatu undang-undang harus diimplementasikan. Dengan 

demikian, advokasi melalui peraturan memungkinkan pemangku kepentingan 

untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi sesuai dengan semangat dan 

tujuan undang- undang. Lebih lanjut, peraturan juga bisa menjadi alat untuk 

mengisi kekosongan atau ambiguitas yang mungkin ada dalam undang-undang. 

Dengan fokus pada detail dan penerapan praktis, Advokasi melalui peraturan 

memungkinkan organisasi dan individu untuk menghasilkan perubahan yang 

langsung terasa oleh masyarakat. Sebuah peraturan yang baik dapat 

memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan adil, efisien, dan efektif. 

Lebih lanjut, karena peraturan lebih mudah untuk diubah atau direvisi 

dibandingkan undang- undang maka pendekatan ini sering kali lebih responsif 

terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Meskipun menawarkan 

berbagai potensi, advokasi melalui peraturan juga memiliki tantangannya sendiri. 

Salah satunya adalah perlu memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak 

bertentangan dengan undang- undang yang lebih tinggi. Selain itu, mendapatkan 

konsensus atau dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses 

pembuatan peraturan juga bisa menjadi tantangan terutama jika terdapat 

kepentingan yang saling bertentangan. 
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Advokasi melalui peraturan menawarkan sebuah pendekatan yang lebih 

spesifik dan detail dalam upaya memengaruhi kebijakan dan praktik di 

masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam, strategi yang matang, serta 

keterlibatan aktif dari berbagai pihak akan menjadikan advokasi mela- lui 

peraturan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berdampak positif bagi 

masyarakat. 
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PRAKTIKUM 

Praktikum 

1. Pilih salah satu isu kebijakan yang ingin diadvokasikan (misalnya lingkungan, 

kesehatan, pendidikan, atau hak asasi manusia). 

2. Buat poster advokasi dengan mempertimbangkan elemen berikut: 

a. Judul/slogan yang kuat  

b. Pesan utama yang jelas 

c. Gambar atau ilustrasi yang relevan 

d. Data atau fakta pendukung (jika diperlukan) 

e. Ajakan untuk bertindak (Call to Action – CTA) 
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